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DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM.

bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan
kualitas sumber daya manusia Indonesia, perlu penyelenggaraan pendidikan
tinggi agama Islam yang berkualitas;
bairu,a dalarn rangka pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas
perguruan tinggi agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah
melakukan pengkajian terhadap usulan pendirian Perguruan Tinggi Agama
Islarn:
bahr.va berdasarkan pertinibangan pada huruf (a), dan huruf (b) di atas perlu
clitetapkan rnelalui Surat Keputusau Direktur .Ienderal Pendidikan Islanr
Kementerian Agama RI tentang Pcrsetnjuan Pendirian Sekolah Tinggi
Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi Yayasan Ar-ridho
ilagansiapiapi.

Urrclang-Urrdang Nonror 20 Taliun 2.003 tentang Sislcm Pendidikan
Nasional (Lerlbaran Ncgara IU Taliun 2003 Nornor 78, Tantbahan
Lcmbaran Negara RI Nornor 4301);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Talrun
2010 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105);
Pcraturan Presiden RepLrblik Iudonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang
i)enrbcntuklr n cian Organi sasi Keritenteliliit Ncgari,
I)eraluran Itresiden Republik ludonesiii Nomor 24 J'ahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara,
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003
tentang Pedoman Pendirian Perguruan T'inggi Aganra;
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004
tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program
Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
Kepntusan lt'lenteri Agaura Republik Indonesia Nonror 353 Tahun 2004
tcntang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islarn;
Kcputusan Menteri Agama Rl Nomor 387 'fahun 2004 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama
Islam:
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9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama RL

Hasil Rapat Finalisasi Tim Teknis dan Penilaian Proposal Pendirian, Alih
Status/Perubahan Nama pada Perguruan 'I'inggi Agama Islam Direktorat
irendidikan f irrggi lslatn, Ditjen Pcrdii,;ir,ru [:;iam iic,nrentcrian Agalna ll.i
tanggal 19 s.d.20 Desember2009.

MEMUTUSKAN

KE,PUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
AR-zuDHO BAGANSIAPIAPI YAYASAN AR-zuDHO BAGANSIAPIAPI
TAHUN 2010.

Memberikan persetujuan Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI Ar-
I{idho I}agarisiapiapi, Yayasart Ar'-l{itllro liagansiapiapi, Progran'i Studi

Manajemen Pendidikan lslam (S 1) dan Komunikasi dan Penyiaran Islam (S 1);

Memberikan izin penyelenggaraan program studi sebagaimana tercantum pada

diktum KESATU keputusan ini, berlaku jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung

sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkan, selanjutnya diajukan untuk
memperoleh al<reditasi ;

Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan
Perguruan Tinggi Agama Islam Srvasta selambat-lambatnya setiap akhir
semester kepada I)irektur Jenderal I'enclic'likan Islam Kenienterian Aganra RI
Jakarta dan Koordinator Perguruan Tinggi Agarna Islam Sr'vasta (Kopeftais)
Wilay ah lcrkait ntasiug-ntrsing:

Bagi penyelenggara Perguruan Tinggi Agarna Islam Sr.vasta dan/atau Program

Studi yang lalai dalarr melaksanakan lie*'ajiban menyampaikan laporan

sebagaimana dimaksud pada diktum KEI'IGA keputusan ini, Direktur Jenderal

Pendidikan Islarn dapat rnccabut izin penl,e,lenggaraan program studi dinraksi-rcl

pada cliktum KEDUA kcputusan ini;

Penyelenggara u'ajib tnettanclatatrgani sttrat itertryataan bahrva penl'clettggara

bertanggungjarvab dalam penyelenggaraan perguruan tinggi dan program studi

sesuai dengan peraturan yang berlaku, clan beflanggungiarvab terhadap segala

akibat sebagai konsekuensi bila penyelenggaraarr pergtlruan tinggi dan program

studi tersebut clinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selanta 2 (dua)

irihu n pcnYel enqrgaraatt.

l(epulusan rnr berlaku se.iak tanggal tlitetapkart.

Ditetapkan i Jakarta
pada tangga 10 Juni 2 010
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